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PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Otoritas Bertumpu pada Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan
Undang-Undang Perlindung-
an Data Pribadi masih me-
nyisakan persoalan terkait
pembentukan otoritas perlin-
dungan data pribadi. Dengan
pembentukan otoritas dise-
rahkan pada presiden dan
bertanggung jawab langsung
pada  presiden, seberapa
kuat kewenangan otoritas itu
nantinya, sangat bergantung
pada itikad baik dari presi-
den.

Seusai  Rancangan ~ Un-
dang-Undang (RUU) Perlin-
dungan Data Pribadi (PDP)
disepakati pengesahannya da-
lam pembicaraan tingkat I an-
tara Komisi I DPR dan pe-
merintah, Rabu (7/9/2022),
RUU itu tinggal menanti di-
setujui disahkan menjadi un-
dang-undang dalam Rapat Pa-
ripurna DPR. Kesepakatan
tersebut bisa dicapai menyu-
sul adanya titik temu terkait
kedudukan otoritas perlin-
dungan data pribadi.

Mengacu draf RUU PDP
hasil tim perumus dan tim
sinkronisasi pada 29-30 Agus-
tus 2022, lembaga perlindung-
an data pribadi ditetapkan
oleh presiden dan bertang-
gung jawab langsung kepada
presiden. Ketentuan lebih lan-

jut mengenai lembaga itu akan
diatur melalui peraturan pre-
siden.

Obyektivitas lembaga

Anggota Komisi I DPR dari
Fraksi Partai Demokrat, Rizki
Aulia Rahman Natakusumah,
mengatakan, tidak mudah un-
tuk mencapai titik temu pem-
bahasan otoritas perlindung-
an data pribadi. RUU akhirnya
memberikan keleluasaan ke-
pada presiden untuk mem-
bentuk otoritas yang dimak-
sud dengan harapan, negara
bisa memiliki instrumen yang
kuat untuk menyelesaikan
permasalahan data pribadi.

Meski demikian, Demokrat
memberikan catatan agar Pre-
siden bisa membentuk lem-
baga yang bisa bersikap ob-
yektif. Prinsip obyektivitas
penting karena nantinya oto-
ritas tidak hanya menangani
permasalahan terkait penge-
lolaan data pribadi yang ter-
jadi di instansi swasta, tetapi
juga instansi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi [ DPR
dari Fraksi Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) Abdul Kharis
Almasyhari  menambahkan,
persoalan independensi lem-
baga memang tidak dicantum-
kan dalam RUU. Hal itu me-

rupakan bentuk kompromi
yang dilakukan DPR dan pe-
merintah untuk kepentingan
yang lebih besar, yakni pe-
ngesahan RUU PDP.

”Kalau mau main kaku-ka-
kuan, tidak jadi undang-un-
dang ini. Sementara itu, ke-
bocoran data sudah seperti ini
sehingga harus ada kompro-
mi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Ko-
munikasi dan Informatika
Johnny G Plate mengatakan,
lembaga perlindungan data
pribadi akan menjadi cabang
kekuasaan eksekutif yang di-
tunjuk oleh presiden. Kewe-
nangan lembaga diatur me-
lalui peraturan pemerintah.

Direktur Eksekutif Lemba-
ga Studi dan Advokasi Ma-
syarakat ~ Wahyudi  Djafar
mengatakan, dengan pemben-
tukan lembaga diserahkan ke-
pada presiden, seberapa kuat
kewenangan lembaga, terma-
suk kemampuannya menja-
lankan tugasnya kelak, sangat
bergantung pada itikad baik
presiden. ”Ini lagi-lagi kembali
ke presiden. Bagaimana pre-
siden akan memformulasikan
batasan-batasan yang ada di
RUU untuk membentuk oto-
ritas yang kuat,” katanya.
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